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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

 
   NOMOR   13   TAHUN 2009 

 
 TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  KOTA PALEMBANG NOMOR 9  

TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN  

DAN  ATAU  PENYALURAN   BAHAN   MIGAS  DAN  NON  MIGAS  DAN 

           PERATURAN DAERAH  KOTA  PALEMBANG  NOMOR  11 TAHUN  2005 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH  

SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA  PALEMBANG, 

 
Menimbang :   a.  bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2007 tentang 

Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan 

dan Retribusi Penyimpanan dan/atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas telah 

mencabut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, dan dengan 

telah ditingkatkannya kelas RSUD Palembang BARI dari kelas C menjadi kelas B, maka  

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, perlu disesuaikan dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 

 
b.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau 

Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Palembang BARI. 

   
Mengingat  : 1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat II dan 

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1997 tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI          

Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4389);  
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI              

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan 

Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 

Kota Palembang Tahun 2007 Nomor13); 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang 

Tahun 2004 Nomor 31); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008   Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota 

Palembang Tahun 2008 Nomor 6). 

 
Dengan Persetujuan bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

 
dan  

 
WALIKOTA PALEMBANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN   DAERAH  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN 

RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN 

NON MIGAS DAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 

TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI. 

 

 



 

 

3
 

Pasal 1 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 2 (dua) Peraturan Daerah Kota 

Palembang, masing-masing : 

 

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan 

Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas ;  dan 

 

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, 

 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 2 
 
 
 

Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

 
 
 
 
          Ditetapkan    di   Palembang 

     pada tanggal  19 Oktober     2009 
 
      WALIKOTA   PALEMBANG, 
 
              
                    Cap/dto 
 
 

     H. EDDY SANTANA PUTRA 
 

Diundangkan di Palembang 
  pada tanggal  19 – 10 – 2009 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PALEMBANG 

 
Cap/dto 

 
Drs.H. Marwan Hasmen, M.Si 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
TAHUN 2009 NOMOR 13 
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